
BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terkait dengan 

Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan di Sumatera Barat tersebut, berikut 

kesimpulannya: 

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberi perlindungan hukum kepada 

Nasabah Perbankan yang dirugikan di Sumatera Barat yaitu: Peran OJK 

dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah perbankan yang 

dirugikan di Sumatera Barat meliputi pengaturan, pengawasan, 

penyelesaian, edukasi, dan kolaborasi dengan lembaga terkait. Nasabah 

yang merasa dirugikan dapat memanfaatkan layanan pengaduan OJK untuk 

memperoleh keadilan dan penyelesaian masalah sesuai hukum yang 

berlaku. Hal ini merupakan wujud komitmen OJK untuk menciptakan 

industri jasa keuangan yang sehat, adil, dan melindungi hak-hak konsumen. 

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam upaya perlindungan hukum kepada 

Nasabah Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Sumatera Barat adalah 

Kurangnya Harmonisasi Regulasi, Kelemahan pada Pengawasan, 

Pengaturan Perlindungan Hukum, Keterbatasan Sumber Daya OJK, 

Kurangnya Aksesibilitas,  Prosedur yang Rumit,  Rendahnya Literasi 

Keuangan, Minimnya Sosialisasi oleh OJK, Keterbatasan Kolaborasi 

dengan Lembaga Lain, Ketakutan masyarakat untuk Mengadu. 



 
 

 

3.  Adapun solusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam 

melindungi Nasabah Perbankan yang dirugikan di Sumatera Barat 

yaitu Penguatan Regulasi, Peningkatan Edukasi, Penyederhanaan 

Prosedur Pengaduan, Kolaborasi Antar-Lembaga, Meningkatkan 

Aksesibilitas. 

B. Saran  

1. Kepada Pihak OJK diharapkan untuk dapatb meningkatkan Edukasi  

kepada masyarakat terkait perlindungan nasabah perbankan melalui 

sosialisasi yang lebih luas, terutama di daerah terpencil. 

2. Kepada pihak OJK untuk kedepannya untuk prosedur pengaduan harus 

dibuat lebih sederhana dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. 
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